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BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
' NOMOR 9 TAH__UN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

i

bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyélésaian kerugian

daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat lainnya dan pihak
ketiga, sejalan dengan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dipandang perlu

mengatur tatacara penyelesaian kerugian daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata
Cara Penyelesaian KerugIan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran .
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan . :
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 " Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 385 1);

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun '2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan 'Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4286]

Undang-Undang Nomor 1 = Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk
Indonesia Nomar 4355}. . '

Undang-Undang Nomor _23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
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Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) '

7. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan: Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repdbhk '
lndone31a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578), .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenlang
Pengelolaan : Barang -Milik Negara/Da€rah (Lembaran Negara-
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 92, tambahan Lembaran
Negara chubhk Indonesia Nomor 5533) |

9. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor -5 Tahun 1997 .
teritang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Kehangan Dan Barang Daerah;- ; _ ;

. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun ﬁ006 o
teritang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagam‘lana_ B
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri . .
Dalam Negeti Nomor 21 Tahur 2011 tehtang Perubahan Kddua
Atds Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Perigelolaan Keuangan Daerah (Berita Nekara- ‘
Repubhk In one&a Tahun 2011 Nomor 310)

11. Peraturan Menten DaJam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tenfang'.'
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mlllk Daerah; :

-12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; P

13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoncsia
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti

g%: S Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara
L _

LEG Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147).

Dengan Persetujuan Bersama |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan _
BUPATI OGAN KOMERING ULU -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan | : PERATURAN - DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengah'

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komermg Ulu
Bupati addlah Bupati Ogan Komering Ulu. ‘

Sekretaris{Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Asisten Administrasi Umum dan Keuangan adalah Asisten Admlnlstra51 Umum
dan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

7. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

8. " Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan emeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat
- Kabupatent Ogan Komering Ulu. :

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selan;utnya dlsmgkat SKPD adalah SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

10. Tuntutan | Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara
Perhitungdn terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat
kekurang Perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersanglmtan _
diharuskah mengganti kerugian. '

11. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan
terhadap f’egawal dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan
tyuan menuntut penggantian = kerugian disebabkan oleh  perbuatannya
melanggar, hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara:
langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

12. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan Perbendaharaan dan
- ‘Kerugian Daerah bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang
54 meruglkan keuangan dan barang daerah.

13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas
, dengan Sdldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan

sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya
yang ditunjuk.

14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan
oleh sua tindakan melangggar hukum atau kelalaian Bendaharawan,
pegawai bukan Bendaharawan atau pejabat lain dan/atau disebabkan

sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force
Majeure).

15. Barang aljalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki
maupun |dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak .
- bergerak Dbeserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu
yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan
tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

S S o e

16. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan
dan membayarkan atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan
milik daerah, serta bertanggungjawab kepada kepala daerah.




17.

18.

20.

21.

23.

24.

28.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawal adalah Pegawai

Negeri Sipf

1 dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerinta
peraturan

Ahli Wari

an atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan . _

erundang-undangan

adalah orang yang menggannkan pewaris dalam kedudukannya

terhadap warisan, hak kewa_uban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau

- sebagian.
19.

‘Pencata

adalah mencatat jumlah kemgian Daerah yang proses tuntutan

perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan
meninggal{dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

Daluwars
melakuk
kerugian f

Pembebas:
membayan
tanggungal
penting ti
‘bersalah. I
itu menjadi

. Penghapug

Pembukus

adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku
)aerah.

in adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk

hutang kepada Daerah  yang menurut hukum menjadi
nya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan
dak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak

i bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

tan  adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Adm1nlstr381
n karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau

'sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban

dimaksud
Tidak lay:

akan ditagih kembali.
ak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari

aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang

tidak man

Pembeban

hpu menyelesaikan kerugian Daerah.
an adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus

dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian

Daerah.

. -Surat Ke

terangan Tanggung Jawab Mutlak, yang -' sclanjutnyé disingkat

SKTJM adalah Surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau
pengakuan bahwa pegawai yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian

. Negara/Dderah,

disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian

Negara/Daerah, Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual

. Banding gdalah upaya Pegawai mencari keadilan kehngkat yang lebih tinggi

setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

. Tim Penye

menangan
dari para
penyelesai

Penghitun;
oleh pejak
meninggal

~pengampu

pertanggui
sampai bg

membuat pe_rhitungannya dan pertanggungjawabannya.

lesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang
| penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Bupati yang terdiri

an kerugian Daerah.

ran ex-officio adalah suatu perhitungan perbendahraan yang dilakukan
yat yang ditunjuk ex-officio apabila bendahara yang bersangkutan
dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah
an  dan/atau apabila bendahara bersangkutan tidak membuat
ngjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun
tas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak

dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak taglh” _

pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam
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| BAB II |
MAKSUD DAN TUJUAN
‘Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk membenkan landasan hukum dalam |
~ penyelesajan keruglan daerah. : . '

i

8
i

(2): Peraturan|Daerah im bertujuan untuk pcngamanan dan penyelamatan keuangan
dan barahyg daerah., - , _ '

BAB III | |
INFORMASI KERUGIAN DAERAH
Pasal 3

. Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber,
antara lain: - = : -
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
hasil pengawasan aparat Pengawas Fungsional;
hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung,
hasil Verifikasi oleh SKPD /Unit kerja yang membidangi urusan keuangan;
hasil verifikasi dari pejabat yang dlbenkan kewenangan melakukan verifikasi pada
Badan Usaha Milik Daerah;
informasi dari media massa, elektronik yang dlhndaklan_]utl atau dwenﬁkasx oleh
: tim aparat pengawas fungsional. _
g. penghitungﬁn ex officio.

i

e

opo o

™

BAB IV
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

%7 (1) Bupati wajib membentuk TPKD.

(2) TPKD terdiri dari : '
a. Sekretdris Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
b. Inspekfur Kabupaten sebagai Wakil Ketua I;
c. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan selaku Wakil Ketua II;
d. Kepala| BPKAD sebagai Sekretaris; |,
e. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan,

kepegawaian, hukum, aset/ Perlengkapan, umum, dan bidang lain terkait
sebagal anggota; _
f. Sekretdriat. S o : -

Pasal 5

(1) Apabila djpandang perlu, kepala satudn kerja dapat membentuk tim ad hoc
untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada satuan kerja yang
bersangkutan. "

(2) Tim ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan
data/informasi dan verifikasi kerugian daerah berdasarkan penugasan dari
kepala satuan kerja.
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(3} Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana
. dimaksud |pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD untuk
diproses lgbih lanjut.

Pééal 6

(1) TPKD bertugas membantu: Bupati dalam mémproses penyelesaian kerugian
- daerah. : . -

(2) Dalam rarlgka melaksanakan tugas sebagannana dimaksud pada ayat (1), TPKD
menyelenggarakan fungsi untuk : '
a. menginventarisasi kasus keruglan daerah yang dltenma
b. menghitung jumlah kerugian daerah;
¢. mengumpulkan dan melakukan venfikam bukti-bukti pendukung bahwa
" bendalara atau pegawai bukan bendahara telah melakukan perbuatan
melaw; hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengaklbatkan
teljad ya kerugian daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara atau pegawai bukan
o j bendallara yang dapat dijadikan sebagal jaminan penyelesaian Kerugian -
daerah
e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM; ‘
f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai
bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada
Bupati|dengan tembusan disampaikan kepada Aparat fungsional.

SRS

BABV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyeleseuan Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 7 = B o ’
"‘}”L . : -

, Lo (1} Dalam hal kerugian Daerah diperoleh berdasarkan Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan dalam proses pemeriksaan tersebut
Bendahara | bersedia mengganti kerugian secara Sukarela, maka Bendahara
membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan BPK.

(2) Apabila Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM dan tidak dapat
memjamin | pengembalian kerugian Negara, dilakukan proses Pembebanan
Kerugian Daerah Sementara dan Proses Penetapan Batas Waktu.

Pasal 8

(1) Dalam hal {informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e wajib dilaporkan kepada Bupati dan
memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerga setelah
kerugian daerah diketahui dari informasi .

(2) Pemberitahtian sebagaimana dimaksud dalam - ayat (1) dilengkapi sekurang
kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

ya
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(3) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang

kerugian dderah sebagaimana tercantum dalam Lamplran 1 yang merupakan
bagian tid terplsahkan dari Peraturan Daerah ini. .

Pasal 9

" Bupati segera‘ menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian
daerah selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana
dlmaksud Pasz{l 8 ayat (1). -

‘(1)

2)
(3)

e

k"%»

o)

)

(3)

(1)
(2)

Pasal 10
TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain
sebagai be kEkut : _

a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang
melaksanakan fungsi kebendaharaan; _ :

b. berita acara pemeriksaan kas/barang;

0

reglster penutupan buku kas/barang;

d. surat l%nterangan tentang sisa uang yang belum- dlpertanggung;awabkan dari
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

“e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersanglmtan
1. fotokop /rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat

-

adanya kekurangan kas;

g. surat tanda lapor dari kepol131an dalam hal kerugxan daerah mengandung
-indika 1 tindak pidana;

h. berita acara pemeriksaan tempat ke_ladlan perkara dari kepolisian dalam hal
keruglan negara terjadi karena pencurian atau perampokan;

i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.

Bentuk d[ isi Daftar Kerugian. 'Daerah sebagaimané tercantum dalam
Lampiran rI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

TPKD hartis menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

“ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoich penugasan
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. _

Selama dLlam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari
]abatanny%l

Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan
oleh Bupati.
i
: Pasal 12

I
TPKD meléporkan has1l venﬁkam kerugian daerah kepada Bupat1

l
Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksudjpada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Kenangan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana
dimaksudldalam Pasal 10 ayat {1).

B B /




Pasal 13

" Bupati memproses penyelesaian kéruglan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan laporan sebagmmana dlmaksud dalam
Pasal 12 ayat (}): :

a. memproses | kerugiah daerah melalui SKTJM Apabxla terbuktl ‘ada perbuatan
melawan hykum baik sengaja; maupun lalai;

b. menghapus|dan mengeluarkan dari daftar kerug1an daerah apablla ternyata tidak
~ terdapat perbuatan melawan hukum baik sengajd maupun lalai.

(2)

@

Proses ker
huruf a
Sukarela.

Apabila

memjarriin5

Kerugian [

Pasél 14

Lt.lgiam daerah melalui SKTJM sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 13
ilaksanakan apabila Bendahara bersedia mengganti kerugian secara

endahara tidak bersedia ménandatangani SKTJM dan tidak dapat
pengembalian  kerugian Negara, dilakukan proses Pembebanan
aerah Sementara dan Proses Penetapan Batas Waktu.

Pasal 15

Proses penghapusan ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sesuai
peraturan pery

(1)

{2)
{3)

(4)

Dalam hal

ndang—undangan yang beriaku.

Paragraf 1
SKTJM

Pasal 16

bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib

menyerahkan jaminan kepada TPKD, ~antara lain dalam bentuk dokumen-

- dokumen

a. bukti k

sebagai berikut :
epemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;

b. surat Kuasa menjual dan/atau mcncmrkan barang dan/atau kekayaan lain

" dari be
SKTJM ya;
Surat- kus

yang dijan
Badan Per

Bentuk
merupakal

ndahara.
hg telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
sa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan

ninkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah
neriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

an isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lamplran I yang
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




z%* 2(2)

-e

Penggantig
(empat pu

1)

(2) Apabila b
pada ayat

. menjual s¢

Dalam rangka
harta kekayaa
setelah menda;

(1) TPKD meli

© pernyataa
Bupati me
surat pert
pada ayat
hari sejak

Bupati menge
mendapat rek
mengganti kery

Dalam h
kerugian

-
(1)

dalam j
| menandat

Bupati mé
Pemeriksa

(2)

Bentuk dg
dalam Lai
Daerah in

(3)

Surat kep
melakuka;

1)

Pelaksan
instansi

(2

penyitaan| selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dlterbltkannya surat

keputus

a
‘i;gka waktu 7 (tujuh)

Pasal 17
in kerugian daerah chlakukan secara tuna_l selambat-lambatnya 40
uh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. ‘

endahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud
(1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa
bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan
n yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),.
pat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 19

aporkan hasil penyelesauan keruglan Daerah melalui SKTJM atau surat
n bersedxa mengganti kerugian daerah kepada Bupati.

mberitahukan hasil penyelesamn kerugian daerah melalui SKTJM atau
ﬁyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud
(1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
menerima laporan TPKD.,

. Pasal 20

arkan kasus kerugian daerah dari daftar kcruglan daerah setelah
mendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal bendahara telah

hgian daerah.

Paragraf 2
Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 21

1 SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian
erah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara
hari sejak bendahara tidak bersedia

pngani SKTJIM.

‘nberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan -
Keuangan.

n isi surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana tercantum
mpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
. - v '

PaSal 22

L4

utusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk
n 51ta Jamman

n sxta jaminan sebagazmana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
ang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan

pembebanan sementara.

)
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(3). Pelaksanapn sita jaminan d11akukan sesuai dengan peraturan perundang-
: undangan|yang berlaku. Lt _

~ Paragraf 3 |
Penetapan Batas Waktu

Pasal 23

| ('1_) Badan Pemeriksa Keﬁanganvmengeluarkan SK PBW apabila :

a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian
daerahjdari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);dan

b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagairmana .
dlmakslud dalam Pasal 19 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan
SKTJIM;

Lz (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan kepada bendahara
##%  melalui athsan langsung bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada
Bupati dengan tanda terima dari bendahara.

(3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD selambat~1ambatnya 3 (tiga)
hari kerja sejak SK PBW dltenma bendahara.

Pasal 24

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dalclm waktu 14 {empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK
. PBW yang tertéra pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3]

Paragraf 4
s Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
T - Pasal 25 _ -

(1} Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan,
bendaharg wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara
tunai ke kas negara/ daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 {tujuh)

" hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. . '

(2) Dalam hal] bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta
- kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26
Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.
Pasal 27

(1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan

sita eksekusi.
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(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara
tunai, instaixsi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang
berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan
bendahara. ! : : -

(3} Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang

diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai.
lunas. - o : -

Pasal 28

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atéu pelelangan sebagaimaﬁa dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i Pasal 29

(1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil

~ penjualan|tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Bupati

_ yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui

(4. pemotong serendah-rendahnya sebesar 50% . (lima puluh persen) dan
penghasilan tiap bulan sampai lunas. o

{2) Apabila bendahara memasuki masa pensuin, maka dalam SKPP .dlcantumkan
~ bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen
~ yang rnenjadl hak bendahara dapat diperhitungkan untuk menggantl kerugian

daerah. : _

Paragraf 5
Penyelesaian Kerugian Daerah
yang Bersumber dari Perhitungan Ex Officio

i Pasal 30
(1} Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 27 Peraturan Daerah ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian Daerah

yang dikethhui berdasarkan perhitungan ex officio.

h@é‘b‘\

w

N,

(2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti
kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan
menandat!mgam surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai
pengganti FK’I‘J M.

(3) Nilai kertigian daerah yang daf)at dibebankan kepada pengampu/yang

memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau
diperolehniya yang berasal dari bendahara.

Paragraf 6
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang
pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

' s
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Pasal 3 yzi[ng dilakukan oleh pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai
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Bagian Kedua
' Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugl

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

terdapat informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam

bendaharawan wajib dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja setelah kerugian daerah diketahui dari informasi.

(2) Dalam hal terdapat laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian
daerah selainbat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

" Pasal 33

, Penyelesman Tuntutan Ganti Rugl terhadap kerugian Daerah sebagaimana dlmaksud
% Pasal 32 dapat

a. upaya damai;

dilaksanakan dengan cara:
dan/atau

b. tuntutan ga&ntt rugi biasa; dan
Cc. pencatatan,

_oleh pegaw

- @

()

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 34

Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai

ai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran melalui

penandatangan SKTJM.

Dalam ke
angsuran
dan harus

selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tanganinya SKTJM
disertai jaminan barang yang nilainya cukup.

dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Penyelesa.tjan

apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat
kuasa dan jaminan barang beserta surat kuasa pezmhkannya yvang sah harus
dilengkapi surat kuasa menjual.

Pelaksana

an upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3) dilakukan oleh Inspektorat.

Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jahgka
waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

- maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai ketentuan yang

(6

berlaku.

Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaiména dimaksud

pada ayat

terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada
pegawal yﬁmg bersangkutan..

(S), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila

pdaan terpaksa yang bersarigkutan dapat melakukan dengan cara l

i e

/




(7)

(8)

(1)

Pelaksanaan
kewajiban
kewajiban seb

(2)

(3)

@)

-

TGR dilakukan atas

- Daerah w4

KeputusaxJ
ayat (5) da|

Bentuk di
tercantum|
Peraturan

pengumpd
yang bersg
Semua Pe
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| TGR (Eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
n ayat (6) dilakukan oleh TPKD. _
- isi SKTIM sebagmmana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana
dalam Lamplran V yang merupakan baglan tldak terpisahkan dari

Daerah ini. _ _ -

! * Paragraf 3
' Tuntutan Ganti Rugi Biasa

- Pasal 35

dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil
lan bahan-bahan bukt dan penehtlan Inspektorat terhadap pegawai
mgkutan

gawai bukan Bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merug1kan
jib dikenakan TGR. :

Kerugian Daerah sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (2]', adalah diakibatkan
oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau

tidak mel
kepadanys
dengan stz

Apabila v
sebagaima

diberitahukan

bersangku

keberatan

yang

aksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan
1, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun .
tus jabatannya baik Iangsung maupun tidak langsung. :

_ Pasal 36

'GR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan
dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan .
agaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melatui TPKD. '

Pasal 37

isaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai
na dimaksud Pasal 34 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR
secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawaz Negeri yang
tan, dengan menyebutkan :

‘a. Identitgas pclaku

b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus d1gant1

€. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;

d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14
(empat|belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai
bersané;lmtan.

Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan

mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan

pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tldak

diterima, Iéupatl menetapkan keputusan pembebanan.

Berdasark
Bupati
bersang

an  Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

l:':j131aksanakz:xn periagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang

tan.

Keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pelaksana

anya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan

lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dllunaskan




(5)

(6)

)

(1)
)

(3)

o
.
S

@

(5)

(1)

 TGR seteld

4.

banding kepada pejabat yang bérwenahg dapat diajukan selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh
yang bersangkutan.

Keputus
memper

tingkat banding dari pejabat' yang berwenang dapat berupa
at atau membatalkan surat keputusan pembebanan, atau menambah/

mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang

bersang

Apabila
Bupati me,

Apabila pe

Pegawai 3
(bergerak;
atau bara
sesuai den

tan.

rmohonan banding scbagazmana dimaksud pada ayat (5) diterima,
erbitkan surat keputusan tentang peninjanan kembali.

rmohonan banding ditolak, dilakukan proses penagihan.

Paragraf 4
Penyelesalan Kerugian Barang Daerah

Pasal 38

tidak bergerak] dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang

igan ketentuan yang berlaku.

Pengganti

n kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), |dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan
bermotor |roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya
antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Pengganti
tidak ber;
cara tuna’

Penilaian

uang mai
dilakukan
peraturan

Penilaian
dengan mj

Pegawai N
diketahui
dimaksud

kerugian dengé.n bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang _

erak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan
atau angsuran selama 2 {dua) tahun.

'penaksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk
hipun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

oleh TPKD dan/atau Tim Khusus yang dlbentuk TPKD sesua1
perundang-undangan yang berlaku.

=mpedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pencatatan
Pasal 39

egeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak
alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana

\h mendapat Pertimbangan TPKD.

ang bertanggungjawab  atas terjadinya kehilangan barang daerah

ng sesuai dengan cara penggantian keruglan yang telah ditetapkan

(penaksiran) sebagaimana dimaksud _A pada ayat (4) dilaksanakan -

dalam Pasal 38 ayat (2} dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan
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(2) Bagi pega£a1 yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya,
- dengan memperhatikan harta peninggalannya yang d1has1lkan darl perbuatan
yang meny{ebabkan kerugian daerah tersebut.

(3) Dengan d{terbltkannya Keputusan Pencatatan kasds yang bersangkutan
dlkeluarkdn dari adrmmstram pembukuan.

4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditdgih
apabila ydng bersangkutan diketahui alamatnya

o BAB VI | |
! DALUWARSA ' ;

!
|
l
|
! Bagian Kesatu

i Tuntutan Perbendaharaan

; Pasél 40
| !
(1) I\ewajlban! bendahara untuk membayar ganti rugi men_}adl daluwarsa jika dalam
;;x;{ waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8
o (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan
ganti mg1 = '

(2) Tanggung Jawab ahli waris, pengampu, atau plhak lain yang memperoleh hak
dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan
pengadil yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak
bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan

~ oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah. .

|

l . Bagian Kedua .

i Tuntutan Ganti Rugi
l

Pasal 4 1 |
’I‘untutan Gan’ix Rugi dmyatakan daluwarsa sctelah lewat 5 (lima) tahun se_}ak akhir

S ‘tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhn- tahun
% 2 perbuatan terakhir diketahui. .

BAB VII
PENGHAPUSAN

f Pasal 42

(1) Bcndahara{van/ Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang
berdasarkan Keputusan Bupat1 diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak
mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas
kewajibandya

(2 Permohonak’l sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Bupatl mengadakan penelitian
yang d11akukan TPKD, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak
mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan Keputusan dapat
menghapuslkan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

(3) Penghapusan scbagaunana dimaksud pada ayat (2), dapat ditagih kembali
apabila Belhdaharawan /Pegawai/ahli waris terbukti mampu. | /

|

| | | | -
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penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat

dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

(5) Berdasarkain pertimbangan efisiensi, maka .kcrugian_: daerah yang bernilai

sampai d

engan Rp.10.000.000,00 (sepuluh | juta rdpiah) dapat diproses

penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang
Penghitungan APBD tahun anhggaran berkenaan. :

BAB VIII
PEMBEBASAN

Paszlal 43

i

Dalam hal Bendahara/Pegawai ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau :
tidak layak whintuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan
. menggantikan
- kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh
. kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri

Dalam Negeri.

kerugian Daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis

BAB IX
PENYETORAN

Pasal 44

(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan
~perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang
jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiaanya diserahkan melalui pengadilan,
Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas

diserahk
Daerah.

| (3} Khusus

Daerah (
bukukan

- Berdasarkan
Penyelesaian Iderugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.

ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum

enyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik

ﬂ-{ MD} sctelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindah-

epada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB X
PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 45

laporan TPKD, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan

Pasal 46

Biaya penyelénggaraan Penyelesaian TP dan TGR dibebankan pada APBD Kabupaten.

(1) Bendahar:

BAB XI
SANKSI

Pasal 47
awan / Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian

daerah ddpat dikenakan sanksi administratif dan/atan sanksi pidana sesuai

dengan ke

tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ ;




-

(1)

(2)

@)

(4)

Apabila

‘Bendahat

perundan

Apabila L
terbukti

Kerugian
- dapat dis

daerah d:
dengan ké

Atasan lj
melaporkd

Disiplin h
menunju

gugatan p

Proses ya1
pada aya

penyelesai

penghenti
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BAB XI
SANKSI

. Pasal 47

awan |/ " Pegawai yang telah ditetaiakan untuk mengganti kerugian
pat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai
tentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku. f

ingsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak .
in kerugian daerah dapat dikenakan sanksx sesuai peraturan
r-undangan yang berlaku.

, BABXII =
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal48 .
. . : - i . _ 5
sendaharawan /Pegawai berdasarkan laporan . dan pemenksaan

telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman . .

erupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya. dan segera_;
Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

daerah yang t1dak dapat diselesaikan oleh" Pemerintah Kabupaten o

erahkan penyelesaiannya melalui badan peradllan dengan mengajukan
erdata . : '
ng tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud

t (2) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten, maka
anya dilakukan dengan cara pencatatan = atau
an/penghapusan.

Keputusa

Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang

bersangkytan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk
mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. _

Pc

Pasal 49

elesaian  kerugian daerah mengalami kemacetan  dalam

pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan, dan pembebasan) Bupati
dapat mememi

Kerugian Daen
Peraturan Dag¢
undangan yant

ta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

ah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya
rah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
r berlaku.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
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| Pasal 52
Peramran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peréturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ula.

Ditetapkén di Baturaja
ada tanggal, 2l AwStws$ 2ir
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS T -

Diundangkan di Baturaja,
pada tanggal,| 2! Agustuf tots

SEKRETARIS|DAERAH KABUPATEN
- OGAN KOMERING ULU,

&

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015|NOMOR..9.. = :
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : {8/0KU/2015)
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'Pasal 52 _

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap grang mepgetahuinyé, memérintahkaﬁ penguni:iangan Peraturan Daerah

ini dengan p

[}
[}

i

P

Diundangkan di Batufaja,

pada tanggal

SEKRETARIS

OGAN

]

2 ﬁul‘fw.f 0-0!(

DAERAH KABUPATEN
KOMERING ULU, -

I

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN I
TAHUN 2015

£
wWidy

NOMOR REG
PROVINSI SU

NOMOR.9..

JMATERA SELATAN : 18/0KU/2015)

: I;Jada tanggal, M 47u;f1$

nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b

bitetapkail di Baturaja o
20"
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KURYANA AZIS

DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ISTER PERATURAN DAERAH kABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
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LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG : - '

TATA CARA PENYELESAJAN KERUGIAN
DAERAH

* SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA 1

NOMOTr I eeeeediiiree e ' Kepada :
Lampiran: .......eeceeeneens eeerereriaananns Yth, Ketua Badan Pemenksa Keuangan
Hal : Pemberitahuan terjadinya Republik Indonema
' kekurangan vang/barang - di- - -
- o Jakarta

g}»%s ' Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang
yang dilakukan oleh Bendahara Penenmaan/Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Barang’) am. ...cecciiiiimeciiniienn. NIP. iivvvrneiiininiennnns 'yang pengawasannya
menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas
teko L/ barang) sebesar Rp.....cccceveimvoreieccnenas (cvmeeomcannnen dengan huruf ............... )
Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah
kami ambil adalah : : .

) T S PSP 2)

o [T } -

Sehu bungan dengan hal tersebut, guna penyelesauan kekurangan uang/barang

dimaksud bersama ini kami lampirkan:

a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;

b. Rpegister Penutupan Kas;

c. - Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;

d. Fptokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;

e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

i pe bangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang

& _ l Demikian pemberitahuan kami untuk dépat dlguriakan sebagai bahan
bersangkutan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Atasan Langsung/Kepala SKPD,3)

Petunjuk Pengisian : ‘
1} Diisi dengan nama organisasifsatuan kerja tempat terjadinya kelkurangan uang/barang. '
2) Diisi dengan tipndakan-tindakan pengamanan yang telah dilalcukan, antara lain: penyegelan brankas,
penutupan Buky Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Benta Acara Penutupan Kas dan
» Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kanto
*] Coret yang tidak perlu

-

BUPATI OGAN KOMERING UL

KURYANA AZIS
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- LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR g TAHUN 2015
TENTANG ;
TATA CARA PENYELESAIAN 'KERUGIAN
'DAERAH. -
DAFTAR KERUGIAN DAE_RAH
TRIWULAN : .lL...... creressannns
TAHUN b SO e
KANTOR  : ...
. Jml. 7 Jenis
No./Tgl. Uraian Jml, .
No. |  Nam SKTUM/SK | Kasus/ | Kerugian | Pembayaran/ = Sisa | dan
" | Bendahara | Pembebanan Tahun Dacrah ad %S;Jlan (Rg)l Barang Ket
S tara Kejadian R e :
SKIgg;fgeban/an s Re) - (Rp) Jaminan
1 2 3 4 35 6 7 8 9
Insta'nsi
(comveecnns crearesnesess)
Petunjuk Pengisian :

-Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya keruglan negara.

Diisi dengan Nol
Diisi dengan u
Diisi dengan ju
Diisi dengan ju

[Tgl. SKTIM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan apabila adal.
ian kasus/tahun kejadian.

lah kerugian negara {dalam rupiah).

lah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.

Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
Diisi dengan jerlis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).

Diisi dengan :

Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalii penjualan barang;

Pelaksanaan SK
Pelaksanaan SK

Pembebanan Sementara, mis. telah fbeham dilaksanakan Sita Jaminan;
Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS
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LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG :

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : N ,

Nama - £ O SO PSP POPUSP PSP PN 1

NIP S Deeeees reereseesatrarerresetaesatresanss erreseeereienestetsaneeriateessennsriettannn
Pangkat/Golongan : ...cc.cc.ccevusaeanns OO

Tempat/ Tgl. Lahir fovieievrecirornincesnses Cteemreteesameesnssasaensnrearetissseaantaaensisnstatsesnisrrana

Alamat = | e s Cevensresesirerusasnsrancaeresintrasasanianann

No. & Tgl. SK Pe ngangkatan Sebagai Bendahara : ...... teereerertesssessstansieatsbesrarseons

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembah bahwa saya bertanggungjawab atas 2
kerugian Daerah  sebesar Rp....c.c..cccivvicennn SN (PP dengan huruf ......... ), yakni
kerugian yang disebabkan : . '

----------------------- L T A L L L LT R T T e N R R LR T Y

------------------------

Kerug1an tersebut akan saya ganti dengan menyctorkanA jumlah tersebut ke Kas Daerah di

....................... .dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani
SKTJIM ini.3 ,

Sebagai janiinan atas pemyataan ini, saya serahkan barang—barang beserta bukti kepemﬂlkan
dan surat kuasd menjual sebagal berikut:

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan
ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat
menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

-------------------------------------------

Mengetahui : | meterai cukup

Kepala ...ocoeveerederennne {Satuan Organisasi)® . (Nama Bendahara)

Petunjuk Pengisian : '

1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.

2) Diisi dengan jurnlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga
mengakibatkan ferjadinya kerugian negara.

3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan,

4) Diisi dengan bargng-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.

5) Diisi dengan namja tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.

6) Diisi dengan nanja satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangai oleh kepala satuan kerja.

7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lin gan instansi yang bersangkutan yang ikut
menyaksikan pehandatanganan SKTJM ini.

-

BUPATI OGAN KOMERING

KURYANA AZIS
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...........

Menetapkan :

KESATU

|

KEDUA

KETIGA

Tembusan Keputusan
1. Ketua Badan Pemer
S N
3. Yang bersanglaitan
* Coret yang tidak pet

Petunjuk Pengisian :
Diisi dengan nom
Diisi dengan nam
Diisi dengan nam
Diist dengan ur:
perlunya ditetap
Diisi dengan per.
lebih tinggi.

Diisi dengan nam
Diisi dengan n
keruglan negara

11) Diisi dengan nam|

-----------------------------------

------------------------------------
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LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

NOMOR G TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH. '

" KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA
.-~ KEPUTUSAN
NOMOR
TENTANG .
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
................................ (nama instansi)
hma jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)

-------------------------

. MEMUTUSKAN:

Keputusan ........ (nama jabatan yang befwenang menerbitkan surat keputusan -
pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.®

terhadap |

Membebani penggantian  kerugian negara  sementara
Saudara........c.e... (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku
Bendahara/Pengampu /Waris/Keluarga dari Bendahara?*)
Dada....coeeeennees sebesar Rp............... (......dengan huruf......... )0 ' '
Menugaskan kepada Saudara ......ceu..eee..e. selaku Ketua TPKN di............ untuk
menagih dan meminta kepada Saudara......cccccece.ue. agar menyetor ke Kas
Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut.®
Keputusan ini mulai berlaku pada tal_lggél ditetapkan.
Ditetapkan di .......cvceeieeninennnnn. 9
-pada tanggal ......cccovviiinniiiininn. }
- Kepala (Satuan Oganisasi)!0
(cvernernnnee Nama dan NIP.............. )

disampaikan kepada:
iksa Kenangan di Jakarta; 11

..................

¥

pr keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentua.n yang berlalu pada mstan51 yang bersanglutan.
instansi
jabatan yang berwenang menerbitkan, keputusan ' ’
singkat mcngenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan /mjuanjkepennngan/pemm‘nangan tentang
nya keputusan ini. "
turan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran lccputusan yang tmgkata.nnya sama atay

jabatan yang berwenang menerbitian surat keputusan pada instans{ terkait. o
a pangkat jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah

KURYANA AZIS




-
S e
& ‘

Pada hari ini

ini:

1. Nama |
NIP

Pangkat/Golen

Jabatan

Tempat/ Tgl. L

Alamat

2. Nama
NIP

Pangkat/Golon

o Jabatan
7

)

L

.
W

Alamat

Dengan ini men)
ketentuan sebagai

1. Menerangkan

_ Q;,;,' Tempat/ Tgl. Li

e

berupa harta

berupa:

a. Harta tida

Berikut segala apa yang berdiri atau yang akan didirikan di atas tanah tersebut dan segala
ing sekarang maupun yang nantinya akan terdapat di atas tanah tersebut.

dengan syarat

sesuatu yg

Apabila kami
dikembalikan

dalam jangka
langsung mau

2. Segala persel
Pengadilan Ne

..........................................................................................

zatakan persetu_;uan untuk menglkatkan diri pada Surat Pernyataan ini dengan

tentang adanya kerugiém daerah tersebut dengan sukarea kami memberikan jaminan
kepunyaan sendiri/penanggung jawab dengan menyerahkan asli bukti kepemilikan

ik bergerak, terdiri dari:

erak, terdiri dari:

sebagai berikut:

telah melunasi seluruh kerugian daerah tersebut, maka jaminan kami akan segera
dan apabila kami tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi kerugian tersebut
waktu yang ditetapkan maka barang jaminan dapat dijual baijk melalui penjualan
pun penjualan di bawah tangan.

sihan yang timbul akaibat pengalihan hak ini diselesaikan di dalam wilayah

ooooooooooooooooooooooo

--------------------------
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LAMPIRANV ~

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
. KOMERING ULU

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG -

TATA ~CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

TUNTUTAN GANTI RUGI

tanggal........ bulan........ tahun........ di ........ kami yang bertanda tangan di bawah

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------

Yang Menyatakan,

Materai
Rp.6000

KURYANA AZIS




